
 
 

82 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Buku-buku 

Amirudin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004. 

 

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syaiah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2008. 

 

Aslant Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau 

Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung,  2006. 

 

Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada 

Perbankan Syariah, UII. Press, Yogyakarta, 2012. 

 

Burhanuddin S,  Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2010. 

 

Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan), 

Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012. 

 

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2008. 

 

Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam 

Kontrak, Yogyakarta, FH UII Press, 2010. 

 

Ismail, Perbankan Syariah, Prenada Media Group, Jakarta, 2011. 

 

Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya,  Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2005. 

 

Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004. 

 

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004. 

 

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat, 

Jakarta, 2009. 

 

Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 

Bandung, 2012. 

 

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata 

Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007. 



 
 

83 
 

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung, Alfabeta, 

2005. 

 

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak- Hak Atas Tanah, Prenada Media 

Group, Jakarta, 2009. 

 

Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2012. 

 

 

2. Peraturan Perundang-undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria. 

 

Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

 

Peraturan Bank Indonesia No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah tanggal 1 April 2000. 

 

 

3. Jurnal 

Erwin, Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Berstatus Surat Keterangan 

Tanah (SKT) sebagai Objek Jaminan, Jurnal Hukum Progresif Edisi 

VII, Fakultas Hukum Universitas Bangka-Belitung, 2013. 

 


	Hlm Persembahan_1.pdf (p.1)
	img396.pdf (p.2)
	img397.pdf (p.3)
	img398.pdf (p.4)
	Hlm Persembahan_3.pdf (p.5-14)
	SKRIPSI.pdf (p.15-97)

